WALIKOTA PEKALONGAN

INSTRUKSI WALIKOTA PEKALONGAN
Nomor 5 Tahun 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 29
Juni 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus
COVID-19 di Jawa Tengah.

Menyikapi kondisi terkini meningkatnya penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekalongan, maka untuk pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat)
COVID-19 diinstruksikan kepada:.

Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota;
Komandan Kodim 0710 Pekalongan;

Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Pekalongan;
Para Kepala Instansi Vertikal Se - Kota Pekalongan;

Para Camat dan Lurah Se - Kota Pekalongan;
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Para Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat Kota pekalongan.

-



KESATU

-

: Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat,
sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

(Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi,
Tempat Pendidikan /Pelatihan dilakukan
secara daring/ online;

. pelaksanaan kegiatan pada sektor non

esensial diberlakukan 100% (seratus
persen) Work From Home (WFH);

. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti keuangan dan
perbankan, pasar modal, sistem
pembayaran, teknologi informasi dan
komunikasi, perhotelan non

penanganan karantina COVID-19,
industri orientasi ekspor diberlakukan
50% (lima puluh persen) maksimal
staf Work From Office (WFO) dengan
protokol kesehatan secara ketat;

2) esensial pada sektor pemerintahan
diatur tersendiri dengan  melihat
kondisi epidemologis dengan kebijakan
daerah dan protokol kesehatan secara.
ketat; '

3) kritikal seperti energi, kesehatan,
keamanan, logistik dan transportasi,
industri makanan dan minuman serta
penunjangnya, objek vital nasional,
penanganan bencana, proyek strategis
nasional, konstruksi, utilitas dasar

(listrik dan  air), serta  industri
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat sehari-hari, dan

pelayanan publik yang bersifat vital
diberlakukan 100% (seratus persen)
maksimal staf Work From Office
(WFO) dengan protokol kesehatan
secara ketat;

4) untuk supermarket, pasar tradisional,
toko kelontong dan pasar swalayan
yang menjual kebutuhan sehari-hari



-

dibatasi jam operasional sampai pukul
20.00 waktu setempat dengan
kapasitas pengunjung 50% (lima
puluh persen); dan

5) untuk apotik dan toko obat dapat
buka selama 24 jam,

. pelaksanaan kegiatan makan/minum

ditempat umum (warung makan, rumah
makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak
jajanan) baik yang berada pada lokasi
tersendiri maupun yang berlokasi pada
pusat perbelanjaan/mall hanya menerima
delivery/take away dan tidak menerima
makan ditempat (dine-in);

. kegiatan pada pusat
perbelanjaan /mall/pusat perdagangan
ditutup sementara kecuali akses untuk
restoran, supermarket, dan pasar

swalayan dapat diperbolehkan dengan
memperhatikan ketentuan;

. pelaksanaan kegiatan konstruksi

(tempat konstruksi dan lokasi proyek)
beroperasi 100% (seratus persen) dengan
menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat;

. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja,

Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat
umum lainnya yang difungsikan sebagai
tempat ibadah) ditutup sementara,
pelaksanaan ibadah dilaksanakan di
rumah masing-masing;

. fasilitas umum (area publik, taman

umum, tempat wisata umum dan area
publik lainnya)ditutup sementara;

. kegiatan seni, budaya, olahraga, dan

sosial kemasyarakatan (lokasi  seni,
budaya, sarana olahraga, dan kegiatan
sosial yang dapat menimbulkan

keramaian dan kerumunan) ditutup
sementara;
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j-

transportasi umum (kendaraan umum,
angkutan masal, taksi (konvensional dan
online) dan kendaraan sewa/rental)
diberlakukan dengan pengaturan
kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh
persen) dengan menerapkan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30

(tiga puluh) orang dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat dan
tidak menerapkan makan ditempat
resepsi, penyediaan makanan hanya
diperbolehkan dalam tempat tertutup dan
untuk dibawa pulang;

pelaku perjalanan domestik yang
menggunakan mobil pribadi, sepeda motor
dan transportasi umum jarak jauh harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal
vaksinasi dosis pertama);

2) menunjukkan surat keterangan tes
Antigen (H-1) untuk moda transportasi
mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan
kereta api;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dan angka 2) hanya
berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke Iluar kota
serta tidak berlaku untuk transportasi
dalam wilayah Pekalongan Raya (Kota
Pekalongan, Kabupaten Pekalongan
dan Kabupaten Batang); dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan
transportasi barang lainnya
dikecualikan dari ketentuan memiliki
kartu vaksin.

m. tetap memakai masker dengan benar

dan konsisten saat melaksanakan
kegiatan diluar rumah serta tidak
diizinkan penggunaan face shield tanpa
menggunakan masker; dan

n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona

Merah tetap diberlakukan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-

Camat, lurah, ketua RW dan ketua RT
didukung penuh oleh aparat TNI, Polri
dan Satpol PPmelarang setiap bentuk
aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan
kerumunan.

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan

edukasidengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi
tertutup, pertemuan pertemuan panjang
(lebih dari 15 menit), interaksi jarak
dekat, keramaian, aktivitas dengan
bernapas kuat misalnya bernyanyi,
berbicara dan tertawa dan tidak memakai
masker seperti pada saat makan
bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan
konsisten adalah protokol kesehatan
paling minimal yang harus diterapkan
setiap orang;

C. mencuci tangan dengan sabun atau hand
sanitizer secara berulang terutama
setelah menyentuh benda yang disentuh
orang lain (seperti gagang pintu atau
pegangan tangga), menyentuh daerah
wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan
lebih melindungi. Saat ini, penggunaan
masker sebanyak 2 (dua) lapis
merupakan pilihan yang baik. Masker
sebaiknya perlu diganti setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam).

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam
Instruksi Walikota 1ini, sepanjang terkait
PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19
tetap berpedoman pada Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro.



KELIMA Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada
tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal
20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal 2 Juli 2021

Tembusan Yth :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Gubernur Provinsi Jawa Tengah;

Ketua DPRD Kota Pekalongan; dan

Arsip
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